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BAB I
PENDAHULUAN 

Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar tekad dan semangat untuk perwujudan good governance itu maka tugas dan tanggung jawab Kantor Penanaman Modal dan PTSP sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dirasakan semakin berat, karena aparatur daerah dituntut untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. 
Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan itu, maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Anambas harus bisa berlangsung secara berdayaguna dan berhasil guna. Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tersebut maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang didalamnya berisi konstelasi perencanaan stratejik dan implementasinya serta tolak ukur keberhasilan berbagai indikator yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi organisasi.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008, sebagai Kabupaten Baru yang berusia 7 tahun tentunya banyak pembangunan yang harus dilakukan dalam meningkatkan kemajuan dan perkembangan daerah. Tantangan kedepan semakin berat seiring dengan perubahan lingkungan strategis, domestik dan internasional sehingga perencanaan pembangunan harus ditata lebih baik dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ukuran keberhasilan kinerja Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Anambas dilihat dari sejauh mana indikator-indikator Rencana Strategis yang telah disusun akan tercapai. Untuk melihat sejauh mana sasaran-sasaran tersebut tercapai, perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil pencapaian tersebut, yang dituangkan ke dalam suatu laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 
LAKIP merupakan capaian satu tahun sampai lima tahunan dari Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Anambas. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan sebagai bentuk kewajiban Kantor Penanaman Modal dan PTSP untuk mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, Rencana Kinerja Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016. LAKIP ini juga dapat dijadikan sebagai feed back yang berharga dalam memperbaiki kinerja Kantor Penanaman Modal dan PTSP di masa mendatang.

1. Kedudukan
		Struktur organisasi Kantor Penanaman Modal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas No 6 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor  8). Dan Pada Tahun 2014 Struktur Kantor Penanaman Modal berubah nomenklatur menjadi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas No 9 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas dan uraian tugas pokok dan fungsi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 33 Tahun 2015.

		Tugas Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
	Kantor Penanaman Modaldan PTSP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal, perijinan dan non perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian, serta tugas lain yang dilimpahkan/didelegasikan oleh Bupati.

2. Tugas Pokok dan Fungsi
1)  Tugas
Fungsi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2014, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi 
2) Fungsi 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor Penanaman Modal dan PTSP  mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan tugas bidang tata pemerintahan yang meliputi tata usaha, pelayanan perizinan, promosi dan kerjasama, pengawasan dan pendataan investasi;
b. Pengaturan program dan kegiatan tata pemerintahan yang meliputi tata usaha, pelayanan perizinan, promosi dan kerjasama, pengawasan dan   pendataan investasi;
c. Pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi tata usaha, pelayanan perizinan, promosi dan kerjasama, pengawasan dan pendataa Penyusunan program dan kegiatan KPMPTSP jangka pendek, menengah, dan panjang;
d. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran;
e. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas daerah bidang teknis penanaman Modal dan PTSP;
g. Penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perijinan dan non perijinan daerah;
h. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan daerah;
i.	Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
			Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja diatas, Organisasi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas, terdiri dari :
1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Penanaman Modal
4. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan
5. Seksi Pendataan dan Pengawasan Investasi
6. Kelompok Jabatan Fungsional
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a.   Tugas Dan Fungsi Kepala Kantor
1. Tugas 
Memimpin penyelanggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Penanaman Modal dan PTSP.
2. Fungsi
Uraian Tugas
	1. 
	Merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kantor Penanaman Modal dan PTSP dalam rangka kelancaran tugas;

	1. 
	Menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD dalam bidang Penanaman Modal dan PTSP sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

	1. 
	Menyiapkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati bidang Penanaman Modal dan PTSP sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan bupati;

	1. 
	Menyiapkan bahan-bahan LKPJ tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati pada bidang Penanaman Modal dan PTSP;

	1. 
	Menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Kantor Penanaman Modal dan PTSP sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati;

	1. 
	Membina dan mengevaluasi program dan kegiatan Penanaman Modal dan PTSP;

	1. 
	Menyusun laporan perkembangan seluruh persetujuan dan realisasi penanaman modal di daerahnya secara terbuka;

	1. 
	Merumuskan kebijakan teknis pelayanan administrasi bidang Penanaman Modal dan PTSP;

	1. 
	Merumuskan kebijakan teknis sistem informasi bidang Penanaman Modal dan PTSP;

	1. 
	Merumuskan dan menyelenggarakan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup, terbuka dengan persyaratan dan mendapat prioritas tinggi;

	1. 
	Merumuskan kebijakan teknis sistem pengaduan masyarakat bidang Penanaman Modal dan PTSP;

	1. 
	Merumuskan kebijakan teknis pengembangan kinerja bidang Penanaman Modal dan PTSP;

	1. 
	Merumuskan kebijakan teknis pengawasan administrasi bidang Penanaman Modal dan PTSP;

	1. 
	Mengevaluasi program dan kegiatan Kantor Penanaman Modal dan PTSP;

	1. 
	Mengawasi dan mengendalikan program kegiatan bidang Penanaman Modal dan PTSP;

	1. 
	Mengoordinasikan pengembangan dan penyederhanaan bidang Penanaman Modal dan PTSP dengan instansi terkait;

	1. 
	Menyelenggarakan sosialisasi bidang Penanaman Modal dan PTSP;

	1. 
	Menyelenggarakan pelayanan informasi bidang Penanaman Modal dan PTSP;

	1. 
	Menyelenggarakan pemeliharaan jaringan dan sistem informasi bidang Penanaman Modal dan PTSP;

	1. 
	Menyelenggarakan perencanaan sistem informasi bidang Penanaman Modal dan PTSP;

	1. 
	Menyelenggarakan website Kantor Penanaman Modal dan PTSP

	1. 
	Menyusun bahan dan pedoman pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten;

	1. 
	menyelenggarakan sistem informasi berbasis sms gateway;

	1. 
	Menyelenggarakan pelayanan bidang Penanaman Modal dan PTSP secara online;

	1. 
	Menyusun bahan penetapan peraturan daerah kabupaten tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

	1. 
	Menyelenggarakan advokasi dan penyelesaian sengketa hukum bidang Penanaman Modal dan PTSP;

	1. 
	Menyelenggarakan koordinasi penyelesaian sengketa hukum bidang Penanaman Modal dan PTSP dengan instansi terkait;

	1. 
	Menyelenggarakan perencanaan pengaduan dan advokasi bidang Penanaman Modal dan PTSP;

	1. 
	Menyelenggarakan kebijakan standar pelayanan pengaduan;

	1. 
	Mengelola retribusi yang menjadi kewenangannya;

	1. 
	Menyelenggarakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi;

	1. 
	Menyelenggarakan pelayanan pengaduan secara online;

	1. 
	Menyelenggarakan loket pengaduan;

	1. 
	Menyelenggarakan advokasi perizinan dan penanaman modal;

	1. 
	Menyelenggarakan pemeriksaan kelengkapan berkas bidang Penanaman Modal dan PTSP;

	1. 
	Menyelenggarakan kebijakan teknis inovasi bidang Penanaman Modal dan PTSP;

	1. 
	Menyelenggarakan perencanaan dan pengembangan data bidang Penanaman Modal dan PTSP;

	1. 
	Menyelenggarakan kajian regulasi Penanaman Modal dan PTSP;

	1. 
	Menyelenggarakan kebijakan teknis pengawasan Penanaman Modal dan PTSP;

	1. 
	Menyelenggarakan koordinasi pengawasan Penanaman Modal dan PTSP dengan instansi terkait;

	1. 
	Menyelenggarakan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan Penanaman Modal dan PTSP;

	1. 
	Menyelenggarakan laporan pengelolaan Penanaman Modal dan PTSP;

	1. 
	Mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pengembangan kinerja Penanaman Modal dan PTSP;

	1. 
	Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi;

	1. 
	Mempersiapkan usulan bidang-bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal, tertutup untuk PMA dan bidang-bidang usaha unggulan/prioritas;

	1. 
	Menetapkan kebijakan pemberian insentif khusus sesuai dengan kewenangan daerah kabupaten;

	1. 
	Menyelenggarakan forum kerjasama dengan usaha besar dalam rangka kemitraan;

	1. 
	Membuat usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten;

	1. 
	Memberikan persetujuan seluruh proyek baru dan perluasan PMDN atas bidang usaha/proyek selain yang menjadi kewenangan propinsi dan pusat;

	1. 
	memberikan persetujuan perubahan rencana proyek PMDN atas persetujuan proyek selain yang menjadi kewenangan propinsi dan pusat

	1. 
	Menyelenggarakan pemantauan pengembangan pelaksanaan seluruh penanaman modal yang berada di wilayahnya;

	1. 
	melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.



b. Tugas dan Fungsi Sub Bagian Tata Usaha
1. Tugas
Membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang penyelenggaraan administrasi perkantoran, ketatausahaan dan rumah tangga.
2. Fungsi 
a. Perencanaan kegiatan ketatausahaan dan administrasi keuangan Kantor;
b. Pelaksanaan ketatausahaan dan administrasi keuangan Kantor;
c. Pembagian pelaksanaan tugas ketatausahaan dan adminstrasi keuangan Kantor;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
Uraian Tugas :
51. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran sub bagian tata usaha;
51. Melakukan kegiatan administrasi ketatausahaan, kehumasan, perlengkapan, perbekalan, inventaris barang dan asset, administrasi kepegawaian, serta administrasi  keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
51. Menyiapkan bahan-bahan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi ketatausahaan, kehumasan, perlengkapan, perbekalan, inventaris barang dan aset, adminstrasi kepegawaian serta administrasi keuangan;
51. Mengerjakan kegiatan administrasi keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dilingkungan kantor sesuai dengan perundag-undangan ;
51. memproses kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
51. Melakukan verifikasi SPP;
51. Menganalisa dan menyusun usulan penghapusan asset Kantor;
51. Melakukan urusan administrasi kepegawaian lingkup Kantor meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak atau keluarga, Askes, Taspen, Taperum, Pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian Ijazah, usulan pemberian penghargaan, memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep pemberian izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan atau mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan Sasaran Kinerja dan Penilaian (SKP);
51. Menyusun pembagian tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
51. menyusun dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
51. Menganalisa hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
51. Menyiapkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati bidang Penanaman Modal dan PTSP sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;
51. menyiapkan bahan-bahan LKPJ tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati pada bidang Penanaman Modal dan PTSP;
51. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan bidang Penanaman Modal dan PTSP bersama dengan kepala Seksi-seksi dilingkungan kantor;
51. Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) di lingkup Kantor Penanaman Modal dan KPMPTSP;
51. Menyusun laporan yang terkait dengan penerimaan pendapatan asli daerah yang menjadi kewenangan Kantor Penanaman Modal dan PTSP bersama bendahara penerima;
51. Melakukan penyelenggaraan  kegiatan-kegiatan korps pegawai negeri sipil di lingkup KPMPTSP berkoordinasi dengan  atasan;
51. Melakukan penyelenggaraan peringatan hari-hari besar nasional di lingkup KPMPTSP berkoordinasi dengan atasan;
51. Melakukan pelaksanaan gerakan disiplin pegawai di lingkungan KPMPTSP berkoordinasi dengan atasan;
51. Menyusun dokumentasi kegiatan penyelenggaraan urusan bidang Penanaman Modal dan PTSP bersama dengan Kepala seksi-seksi di lingkup Kantor;
51. Menyusun bahan-bahan dan laporan evaluasi kinerja masing-masing kegiatan urusan bidang Penanaman Modal dan PTSP di lingkungan KPMPTSP bersama dengan kepala seksi-seksi di lingkup Kantor;
51. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada atasan;
51. Menginventarisasi pelaksanaan tugas dan permasalahan di lingkup tugas sub bagian tata usaha serta mencari alternatif pemecahannya;
51. Pelaksanaan  tugas  lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
c.  Tugas dan Fungsi Seksi Penanaman Modal
1. Tugas 
Membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan Penyusunan dan pelaksanaan rencana progaran kerja bidang Penanaman Modal.
2. Fungsi
a. Perencanaan kegiatan urusan Penanaman Modal 
b. Pelaksanaan urusan Penanaman Modal 
c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan Penanaman Modal dan 
d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya



  Uraian Tugas
a. merencanakan kegiatan dan anggaran urusan Penanaman Modal; 
b. menyusun bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) seksi Penanaman Modal; 
c. mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan seksi penanaman Modal sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD kabupaten; 
d. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati urusan bidang Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati; 
e. mengumpulkan bahan-bahan LKPJ tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati pada bidang Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal; 
f. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran urusan bidang Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal; 
g. menyusun dan menghimpun bahan-bahan dalam perumusan kebijakan dan peraturan lainnya tentang urusan bidang Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal; 
h. melaksanakan penetapan bidang usaha unggulan/prioritas sesuai dengan potensi dan daya dukung daerah kabupaten dalam bentuk daftar bidang-bidang usaha unggulan/prioritas; 
i. mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal lingkup Kabupaten Kepulauan Anambas;
i. melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik dalam negeri maupun ke luar negeri; 
j. membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pemerintah dan Pemerintah Provinsi; 
k. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama penanaman modal, pemberian pelayanan perizinan, penyelesaian kendala dalam rangka pelaksanaan penanaman modal;
l. penyusunan peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar;
m. melaksanakan penyusunan database potensi dan profil investasi bidang-bidang usaha unggulan/prioritas dan ; 
n.   melaksanakan penyusunan profil-profil investasi proyek kemitraan; 
o. 	melaksanakan   pembuatan   bahan  promosi penanaman modal daerah dalam bentuk media cetak antara lain daftar peluang usaha dan profil proyek unggulan/prioritas, profil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra, prosedur penanaman modal dan dalam bentuk media elektronik antara lain film, video, slide, CD room dan multimedia/situs web; 
p. 	melakukan kerjasama dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat (BKPM) dalam bentuk penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah; 
q. 	melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri; 
r. 	mempelajari,  memahami  dan  melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
s. 	memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 
t. 	melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
d. Tugas dan Fungsi Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
1. Tugas
Membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
2. Fungsi
a. Perencanaan kegiatan urusan perizinan dan non perizinan;
b. Pelaksanaan urusan perizinan non perizinan;
c. pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan perizinan dan non perizinan dan;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
Uraian Tugas:
a. Merencanakan kegiatan dan anggaran urusan perizinan dan non perizinan;
b. Menyusun bahan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) seksi perizinan non perizinan;
c. Mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD urusan seksi pelayanan perizinan non perizinan sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD daerah;
d. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati urusan seksi pelayanan perizinan non perizinan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD akhir masa jabatan Bupati;
e. Mengumpulkan bahan-bahan LKPJ tahunan dan LKPJ akhir masa jabatan bupati tentang urusan perizinan non perizinan;
f. Menyusun dan menghimpun bahan-bahan dalam perumusan kebijakan dan peraturan lainnya tentang urusan perizinan non perizinan;
g. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau investasi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan secara online;
h. Melaksanakan pemberian informasi mengenai mekanisme, prosedur, dan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan;
i. Melaksanakan penerimaan dan penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif berkas permohonan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
j. pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal Nasional bagi penanam modal yang menjadi kewenangan;
k. melaksanakan penyusunan dan pengembangan manajemen sistem informasi perizinan dan non perizinan;
l. Melaksanakan   sosialisasi  perizinan  dan  non perizinan;
m. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi sosialisasi perizinan dan non perizinan dengan instansi terkait;
n. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan sistem informasi perizinan dan non perizinan; 
o. Menyiapkan bahan kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
p. Menyiapkan bahan kebijakan penyelenggaraan sistem pengaduan masyarakat terkait pelayanan perizinan dan non perizinan;
q. Melaksanakan penyelesaian pengaduan dan keluhan masyarakat terkait dengan urusan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
r. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
s. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
t. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
u. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
v. Menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier dan;
w. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan;
e. Tugas dan Fungsi Seksi Pengawasan Dan Pendataan Investasi
1. Tugas
Seksi Pendataan dan Pengawasan memiliki tugas membantu Kepala Kantor dalam merencanakan kegiatan, melaksanakan mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pendataan dan pengawasan.


2. Fungsi
a. Perencanaan kegiatan urusan pendataan dan pengawasan;
b. Pelaksanaan urusan pendataan dan pengawasan;
c. Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan pendataan dan pengawasan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
Uraian Tugas : 
a. Merencanakan kegiatan dan anggran urusan seksi pendataan dan pengawasan;
b. Menyusun  bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Seksi Pendataan dan Pengawasan;
c. Mengumpulkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;
d. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;
e. Mengumpulkan bahan-bahan LKPJ Tahunan dan LKPJ akhir masa Jabatan Bupati pada Seksi Pendataan dan Pengawasan;
f. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran urusan Pendataan dan Pengawasan;
g. Menyusun dan menghimpun bahan-bahan dalam perumusan kebijakan dan peraturan lainya tentang urusan pendataan dan pengawasan;
h. Menghimpun dan mengolah Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelayanan dan pengaduan sebagai pedoman dan landasan kerja;
i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal scara rutin dan berkala;
j. Mengiventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan Penanaman Modal ;
k. Menerima, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti, pengaduan ketidak puasan pelanggan terhadap mekanisme, prosedur, dan persyaratan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan Non perizinan yang diajukan ;
l. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan urusan pendataan dan pengawasan;
m. Melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman modal di Daerah;
n. Menyusun statistik data hasil pelayanan penanaman modal dan memelihara database perizinan dan non perizinan;
o. Melaksanakan pengelolaan data pelayanan berbasis teknologi informasi; 
p. Melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi pelayanan berbasis teknologi informasi;
q. Mengkoordinasikan dan menindaklanjuti pengaduan dengan tim teknis terkait .
r. Melakukan penyuuhan dan sosialiasitentang kebijakan penanaman modal kepada masyarakat.
s. Melakukakan koordinasi dan mendorong penanaman modal dalam rangka penyampaian Laporan Kegiatan Penanamam Modal (LKPM) baik secara manual maupun online .
t. Membuat laporan realisasi investasi dan proyeksi investasi secara rutin dan berkala.
u. Membuat laporan kegiatan sebagai Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. 	Maksud dan Tujuan Penyusunan Penetapan Kinerja 
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam rangka mencapai cita-cita bernegara.  Salah satu langkah untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban instansi pemerintah yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate. Sistem pertanggungjawaban tersebut menjadi alat ukur apakah instansi pemerintah telah berjalan pada jalur yang tepat (on the track). 
Esensi LAKIP bagi Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Anambas adalah perwujudan pengawasan sesuai dengan fungsi-fungsi yang melekat pada Kantor Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Anambas. Sasaran strategis pemerintah salah satunya dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) pada bidang kegiatan pengawasan. 
Oleh sebab itu, sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja  yang akan dicapai Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun anggaran 2016 sesuai dengan rencana strategis yang telah dimiliki dengan membandingkan antara rencana kerja tahun 2016 dengan realisasi program dan kegiatan di tahun 2016. 
Pengukuran capaian tersebut diimplementasikan dalam bentuk pengukuran kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia. Pengukuran kinerja tersebut terbatas pada indikator input, output, dan sebagian outcome. Sedangkan indikator benefit dan impact  belum dapat diukur sampai saat ini karena belum tersedia tolok ukur capaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.  Kendala penentuan tolak ukur tersebut juga disebabkan indikator benefit dan impact  harus melibatkan indikator kinerja komprehensif Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang melibatkan seluruh SKPD, swasta, dan masyarakat. 
Penetapan Kinerja ini mengkomunikasikan pertanggungjawaban rencana kinerja Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2016 kepada Bupati, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kinerja Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016 untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas. 
Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:
Bab 1  Pendahuluan, meliputi Kedudukan dan tugas pokok, struktur organisasi, maksud dan tujuan penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016.
Bab 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menguraikan program-program pembangunan, kegiatan dan strategi dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan. 
Bab 3  Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang akuntabilitas keuangan dan aspek penunjang periode tahun 2016.
Bab  4 Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.













BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA


1. Pernyataan Visi, Misi dan Nilai-Nilai Luhur Organisasi

a. Pernyataan Visi

Mengacu pada konsepsi visi dengan memahami secara seksama bahwa makna visi disini adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan Kantor Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Anambas agar konsisten, eksis, antisipatif, dan inovatif, serta produktif dalam jangka panjang kedepan.
Menyikapi uraian sebagaimana disebutkan diatas serta memahami dengan seksama makna Visi Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu “Kabupaten Kepulauan Anambas Sebagai Kabupaten Maritim Terdepan Yang Berdaya Saing, Maju Dan Berakhlakul Karimah” maka Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Anambas dengan seluruh personilnya telah berkomitmen untuk mendukung upaya pencapaian visi Kabupaten tersebut, yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP ) ini.
Memperhatikan dokumen perencanaan di tingkat nasional (Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal), dokumen perencanaan di tingkat provinsi (Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi), dokumen perencanaan di tingkat kabupaten (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021 ) serta berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Anambas, maka visi Kantor Penanaman Modal dan PTSP  2016-2021 adalah:
”Menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Secara Transparan”

b. Pernyataan Misi

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang. Misi dari Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu :
“Menumbuhkembangkan Kewirausahaan Serta Menciptakan Iklim
Investasi Yang Kondusif”.
Letak geografis Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan aset pembangunan yang penting. Selain memiliki aset potensial dibidang kelautan dan perikanan serta pariwisata yang bisa dikembangkan untuk menjadi suatu aset untuk menambah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas juga harus didukung dengan kemampuan SDM dalam melakukan kerjasama dengan pihak luar khususnya para pelaku usaha. Letak geografisnya yang strategis diantara jalur pelayaran internasional yang berbatasan langsung dengan Vietnam dan terletak diantara pusat pertumbuhan barang dan jasa di Hongkong, Singapura dan Malaysia dan memiliki kekayaan sumber daya kelautan yang melimpah baik dari hasil laut dan juga panorama alamnya, Penduduknya yang multi etnis dan berkarakter terbuka terhadap pendatang serta Kondisi Politik dan Keamanannya yang kondusif.
Karena wilayah ini didukung oleh dua sektor unggulan yang menjadi tulang punggung pengembangannya. Pertama, Sektor Perikanan dan Kelautan : Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Kepulauan Anambas yang terbentang dengan berbagai tipe seperti perairan, teluk, selat dan lautan, mengandung potensi sumber daya alam yang beragam jenisnya serta masing-masing sumber daya alam tersebut memiliki nilai penting baik dari segi pasar domestik maupun luar negeri. Kedua, Sektor Pariwisata : sebagian besar pulau-pulau yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi investasi yang sangat menjanjikan, penduduknya bermukim di wilayah pesisir.  Secara budaya wilayah pesisir mengandung nilai-nilai budaya, adat istiadat.  Serta secara ekonomi wilayah pesisir merupakan pusat-pusat aktivitas perekonomian. 
Pengelolaan potensi Investasi dari kedua sektor ditambah dengan pengembangan investasi dari sektor lainnya secara terpadu dan berwawasan lingkungan sangat penting untuk meningkatkan pendapatan daerah yang berimplementasi pada pendapatan masyarakat secara berkesinambungan.

c. Nilai – Nilai Luhur

Dari Aspek Nilai-nilai luhur merupakan sifat kepribadian yang menjadi motivasi, semangat dalam melaksanakan amanah, dan menjiwai perwujudan dan pelaksanaan visi dan misi yang dimiliki dan menjadi komitmen bersama setiap personil Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Anambas.
Nilai-nilai luhur tersebut ialah :
1) Soliditas
Soliditas yang merupakan faktor penting dalam menunjang kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2) Integritas
Integritas yang dimiliki oleh Aparatur Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Anambas adalah suatu kepribadian yang dilandasi unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat.


3) Obyektivitas 
Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, Aparatur Kantor Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki pandangan dan sikap obyektif, yaitu tidak boleh berpihak kepada siapapun yang mempunyai kepentingan atas hasil pekerjaannya yang menyatakan fakta atau kondisi apa adanya tanpa dipengaruhi prasangka, interpretasi maupun kepentingan pribadi atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil pemeriksaan.
4) Keinginan Kuat Untuk Maju
Dalam melaksanakan tugas untuk dapat mencapai suatu keinginan setiap personil Kantor Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Anambas harus memiliki sifat kerja keras, semangat, berani dan mengandalkan kemampuan teknis yang tinggi. Berkeinginan kuat untuk maju mengandung makna tidak cepat puas diri dengan hasil yang telah dicapai dan akan terus menerus berusaha untuk selalu mengupayakan pencapaian yang lebih baik, dengan meningkatkan kemampuan teknis serta wawasannya.

2.  Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
1) Tujuan dan Sasaran
Untuk memberikan arahan pencapaian yang jelas pada setiap misi yang diemban Kantor Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2016-2021, dirumuskan tujuan sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sasaran sebagai penjabaran dari tujuan.
Tujuan dari Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Anambas :
a) Mengoptimalkan branding position dalam promosi potensi investasi.
b) Mengupayakan penyederhanaan sistem pelayanan perizinan dengan penyiapan regulasi dengan mengacu kepada segala Peraturan Perundang-Undangan yang  berlaku dengan benar.
c) Penyiapan data terkait pengelolaan potensi investasi daerah
d) Mengelola dan menjalankan kegiatan yang telah tersusun secara baik dan benar dan penuh rasa tanggung jawab.

Tujuannya adalah sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan sasaran yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

2) Strategi dan Kebijakan
Strategi
Yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan, adalah : 
a) Menyusun program kerja yang berkesinambungan mengarah pada pelayanan dan sinergis, serta membenahi sistem pengarsipan yang benar yang sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku;
b) Menyiapkan sistem perizinan yang efektif, efisien, dan transparan sesuai dengan kondisi geografis dan sosial budaya masyarakat daerah;
c) Optimalisasi promosi dan kemitraan dalam rangka meningkatkan minat investor terhadap potensi investasi;
d) Meningkatkan Sosialisasi kerjasama dengan SKPD terkait data potensi investasi yang ada dari seluruh sektor potensi investasi;
e) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mencapai visi dan misi  Pemerintah Daerah.


	Kebijakan
Dalam rangka menanggulangi permasalahan diatas, maka kebijakan pembangunan adalah: 
a) Peningkatan Program dan faktor pendukung guna  terwujudnya jalan roda pemerintahan; 
b) Peningkatan kapasitas pemahaman dalam rangka penyamaan persepsi tentang mekanisme pelayanan prima bidang perizinan sebagai fasilitator pelayanan publik yang terpercaya.
c) Penyiapan data potensi investasi sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan untuk proyeksi investasi kedepan. 
d) Pengembangan budaya tanggung jawab dan disiplin kerja guna menciptakan kondisi yang kondusif untuk mewujudkan program dan tujuan kerja yang berimplementasi pada terujudnya birokrasi yang baik . 
b. [bookmark: _Toc310871375]Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Secara praktis, tujuan dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang harus dilakukan agar misi dapat terselesaikan (mission accomplished). Oleh karena itu, tujuan dibentuk dari kata kerja (verba) dan diturunkan dari setiap misi. Sasaran adalah hal-hal yang harus terpenuhi agar tujuan terlaksana. Pernyataan sasaran diberi imbuhan –nya dan diturunkan untuk setiap tujuan. Tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Penanaman Modal 2016-2021 adalah sebagai berikut.
	No
	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Mengembangkan hilirisasi sektor perikanan
	Meningkatnya investasi pada sektor industri perikanan
	Nilai investasi pada sektor industri perikanan yang terealisasi
	 5,000,000,000 
	 5,500,000,000 
	 6,000,000,000 
	 6,500,000,000 
	 7,000,000,000 
	7,500,000,000 

	2
	Mengembangkan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha
	Meningkatnya kepastian hukum terkait investasi dan usaha
	Tersusunnya Regulasi Kebiajakan Bidang Perizinan
	 
	 
	1 Regulasi Kebijakan
	 
	
	 

	 
	 
	Meningkatnya kemudahan prosedur perizinan investasi dan usaha
	Waktu yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan investasi dan usaha
	7
	5
	5
	5
	5
	5

	3
	Meningkatkan daya tarik investasi daerah
	Adanya insentif Penanaman Modal serta fasilitasi investasi
	Tersusunnya Regulasi Kebijakan Bidang Penanaman Modal
	 
	 
	1 Regulasi Kebijakan
	 
	 
	 

	
	
	Meningkatnya promosi investasi daerah secara lebih efektif
	Nilai investasi yang terealisasi
	 50,345,447,500 
	      56,912,245,000 
	 63,479,042,500 
	      70,045,840,000 
	      76,612,637,500 
	      83,179,435,000 

	
	
	Menguatnya kesepahaman antara pemerintah daerah dan pelaku usaha melalui koordinasi yang intens
	Forum koordinasi investasi yang terbentuk dan berjalan
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc310871376]Misi : 	Menumbuhkembangkan Kewirausahaan Serta Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif.


c. Strategi dan Kebijakan
Strategi dan kebijakan menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan.
Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Melalui rumusan strategi yang baik, maka kegiatan dari program-program yang telah ditetapkan dapat ditentukan dengan semakin tepat.
Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Kantor Penanaman Modal, dan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan jangka menengah Kantor Penanaman Modal adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan sebagai wadah pelayanan publik yang profesional.
2. Peningkatan jumlah investasi daerah melalui optimalisasi kemitraan (kerjasama) dengan stakeholders dan promosi peluang investasi daerah secara mandiri yang efektif dan efisien melalui penyediaan brosur dan majalah potensi unggulan daerah.
3. Peningkatan dan Pengembangan terhadap Manajemen Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang dilakukan oleh aparatur melalui pembuatan Standard Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan kerja guna menjelaskan tugas dan tanggung jawab setiap aparatur.
4. Pelaksanaan pembangunan SI Penanaman Modal yang baik dengan penyediaan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik. 
5. [bookmark: _Toc310871377]Peningkatan dalam proses penyelesaian dan tanggapan terhadap pengaduan masyarakat.

d. Tugas dan Kegiatan Kinerja Tahun 2016
Keberhasilan pelaksanaan tugas dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh Lingkungan Strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan (Critical Succes Factor / CSF). Untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut, maka terlebih dahulu perlu dianalisis faktor intern dan ekstern organisasi. 
Adapun upaya yang telah dilakukan untuk merumuskan dan menganalisa faktor-faktor penentu  keberhasilan tersebut, yaitu:
a. Komitmen Pemerintah dan Masyarakat akan perlunya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) diwujudkan yaitu dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor: 239/IX/6/82003  tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
b. Adanya dukungan dana yang memadai untuk pelaksanaan tugas pengawasan;
c. Adanya SOTK yang jelas yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dijabarkan dalam Analisis Jabatan Badan Kepegawaian Daerah;
d. Adanya Uraian Tugas Pokok dan Fungsi yang  Kantor Penanaman Modal dan PTSP
e. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kantor Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melaksanakan SOT yang telah ditetapkan ;
f. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

e. Program dan Kegiatan
Program yang dijalankan oleh Kantor Penanaman Modal tahun 2016 sebanyak 3 program dan 7 kegiatan dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.790.301.000,00 Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kantor Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan  Anambas  untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	No
	Kegiatan
	Indikator
	Satuan
	Target

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Keuangan
	Orang
	9

	2
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/ Teknis Perkantoran
	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
	Orang
	15

	3
	Penyediaan Rutinitas Perkantoran
	Tersedianya Peralatan dan Penunjang Kinerja
	Tahun
	1

	
	
	
	
	



2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
	No
	Kegiatan
	Indikator
	Satuan
	Target

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1


	Penyediaan Sarana dan Prasarana PTSP Kabupaten Kepulauan Anambas

	Tersedianya Sarana dan Prasarana PTSP di Kabupaten Kepulauan Anambas
	%



	100

	2
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
	Terlaksananya Pening katan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Kepulauan Anambas
	%
	100


[bookmark: _Toc350089170][bookmark: _Toc350418647]
3)  Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
	No
	Kegiatan
	Indikator
	Satuan
	Target

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1


	Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Investasi
	Terlaksnanya Koordinasi Fasilitasi Kerjasama Investasi di Kabupaten Kepualauan Anambas
	%



	100

	2
	Penyediaan Bahan Promosi Investasi
	Tersedianya Bahan Promosi Investasi di Kabupaten Kepulauan Anambas 
	%
	100



f. PERJANJIAN KINERJA
Renstra Kantor Penanaman Modal dan PTSP 2016-2021 merupakan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahun yang dijabarkan dan dilaksanakan dengan rencana tahunan yang disebut Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Kantor Penanaman Modal telah memiliki program yang spesifik dan sesuai tugas dan fungsinya yaitu Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, sehingga sangat relevan untuk mengukur kinerja program dan kegiatannya serta sesuai dengan kebijakan penganggaran berbasis kinerja.  Dokumen RKT berisi Sasaran Strategis, Indikator dan Target.  
Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kantor Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2016 yang mengacu pada program pembangunan dalam Renstra Kantor Penanaman Modal tahun 2016-2021 sebagaimana terdapat pada Tabel Penetapan Kinerja berikut.
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

1. Evaluasi Kinerja
Evaluasi Kinerja dimulai dengan pengukuran yang menggunakan Formulir Rencana Kerja Tahunan (RKT) mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja .
Indikator kinerja tersebut meliputi: Ouput, Outcomes, Benefits dan Impacts. Sedangkan pengukuran kinerja dituangkan ke dalam Formulir Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan selanjutnya kinerja dievaluasi dengan menggunakan formulir sebagai berikut: Pengukuran Kinerja Kegiatan (Formulir PKK), Pengukuran dan Pencapaian Sasaran (Formulir PPS).
Adapun capaian kinerja dari pelaksanaan program-program kegiatan yang ada di Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 sesuai dengan visi dan misi adalah sebagai berikut :
	No.
	Nama Program/Kegiatan
	Jumlah Pagu Dana dalam DPA (Rp)
	Realisasi (SPJ)
	Capaian Kinerja (%)

	
	
	
	
	

	
	
	
	 Rp 
	 %  
	

	1
	 
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	1.199.335.000,00
	1.130.586.110
	94,26
	100

	
	01.
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	76.080.000,00
	           51.300.000 

	          67,43 

	100

	 
	02.
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
	         369.915.000,00 
	         328.509.500 

	          88,81 

	100

	 
	03.
	Penyediaan Rutinitas Perkantoran
	753.340.000,00 
	         750.776.610 

	          99,66 

	100

	2
	
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Invesatasi
	309.761.000,00
	308.581.000
	99,61
	99,75

	
	01.
	Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Investasi 
	103.941.000,00
	         103.865.000 

	          99,93 

	99,94

	
	02.
	Penyediaan Bahan Promosi Investasi
	205.820.000,00
	         204.716.000 

	          99,46 

	99,56

	3
	 
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
	281.205.000,00
	263.085.390
	93,55
	95,56

	 
	01.
	Penyediaan Sarana dan Prasarana PTSP Kabupaten Kepulauan Anambas
	134.903.000,00 
	         117.862.000 

	          87,37 

	91,73

	
	02.
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
	146.302.000,00
	         145.223.390 

	          99,26 

	99,47

	Jumlah
	1.790.301.000,00
	      1.702.252.500 

	                     95,08 

	                           99,28 




Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja untuk program pada Kantor Penanaman Modal dan PTSP untuk tahun 2016 adalah 99.28%, sedangkan realisasi  untuk program yaitu sebesar 95.08 %. Realisasi keuangan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebesar Rp1.702.252.500,00 dari anggaran sebesar                         Rp1.790.301.000,00. Selisih antara pagu anggaran dengan realisasi dalam nominal keuangan sebesar Rp88.084.500,00 yang berarti penghematan uang Negara. Dapat dikatakan capaian kinerja Kantor Penanaman dan PTSP Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 adalah baik.
Adapun program yang telah dilaksanakan oleh Kantor Penanaman Modal dan PTSP yaitu: Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi yang berindikator pada Meningkatnya Kapasitas Pemahaman Bersama Tentang Sistem Perizinan dan Untuk Meningkatkan Iklim Investasi Yang Kondusif dalam Rangka Membuka Peluang Kerjasama di Bidang Investasi, sedangkan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Invesatasi ber indikator meningkatkan daya serap investor yang berinvestasi di Kabupaten Kepulauan Anambas   . Kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2016 yaitu Penyediaan Sarana dan Prasarana PTSP Kabupaten Kepulauan Anambas, serta meningkatkan meningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Investasi, Penyediaan Bahan Promosi Investasi Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk memfasilitasi masyarakat/dunia usaha dalam proses pengurusan izin di Kabupaten Kepulauan Anambas serta menumbuh kembangkan minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Capaian Kinerja
Di Tahun 2016 Kantor Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas melayani perizinan efektif berjalannya pada bulan Janurai 2016, berdasarkan Peraturan Kepala Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan dan Penanaman Modal dan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pendelegasikan sebagian kewenangan Bupati Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas di Bidang Perizinan dan Non Perizinan, untuk peningkatan ditahun berikut bagi pelaku usaha yang belum memiliki izin maka perlu dilakukan sosialisasi, pemantauan langsung, monitoring serta pendataan langsung bagi pelaku usaha memiliki dan tidak memiliki izin. Sehingga capaian target ditahun berikutnya ada kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2016 ini sebanyak 327 perizinan yang telah diterbitkan terinci sebagai berikut:
	 IZIN YANG TELAH DI TERBITKAN OLEH KPMPTSP

	TAHUN 2016


	No
	Jenis Perizinan
	Jumlah

	1.
	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
	100

	2.
	Surat Izin Perdagangan (SIUP)
	28

	3.
	Surat Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
	31

	4.
	Surat Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
	0

	5.
	Surat Izin Apotik
	1

	6.
	Surat Izin Operasional PKBM
	4

	7.
	Surat Izin Operasional Lembaga Kursus
	2

	8.
	Surat Izin Operasional Lembaga PAUD
	16

	9.
	Surat Izin Gangguan (HO)
	94

	10.
	Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
	4

	11.
	Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)
	22

	12.
	Surat Izin Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum (DAM)
	5

	13.
	Surat Keterangan Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga
	2

	14.
	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
	16

	15.
	Surat Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)
	2

	Total Keseluruhan
	327



3. ASPEK PENUNJANG
Pencapaian kinerja Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Anambas tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2016, dukungan sumber daya manusia, dan aspek sarana dan prasarana.
a. Aspek Keuangan
Salah satu aspek penunjang yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kinerja Kantor Penanaman Modal dan PTSP adalah aspek keuangan dalam bentuk pembiayaan kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (Pelayanan Publik) yang dialokasikan ke Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Anambas bersumber dari dana APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016.
Adapun Keseluruhan Dana/Anggaran yang digunakan untuk Kinerja tahun 2016 (anggaran setelah perubahan) sebagaimana telah diuraikan dimuka adalah sebagai berikut :
Realisasi Anggaran Belanja Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten  Kepulauan  Anambas Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.702.252.500,00 atau 95.08% dari anggaran Rp1.790.301.000,00

b.  Aspek Sumber Daya Manusia.
Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam upaya mencapai tujuan jangka pendek, menengah dan panjang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) berjumlah 27 orang. Dari 27 orang pegawai tersebut, 15 (lima belas) orang diantaranya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 10 (sepuluh) orang, dan Honor Kantor sebanyak 2 (dua) orang.
Gambar 1.  Pegawai pada Kantor Penanaman Modal berdasarkan status kepegawaian per Desember 2016

	Golongan ruang hanya dimiliki oleh pegawai yang berstatus PNS, artinya sebanyak 15 orang memiliki golongan ruang. Jumlah pegawai menurut golongan ruang ditunjukkan oleh tabel berikut :
Tabel 1.  Pegawai Kantor Penanaman Modal Berdasarkan Golongan Ruang per Desember 2016
	Gol/Ruang
	Laki-Laki
	Perempuan
	Jumlah

	IV.d
	
	
	

	IV.c
	
	
	

	IV.b
	
	
	

	IV.a
	1
	
	

	 
	
	
	

	III.d
	
	
	

	III.c
	1
	1
	

	III.b
	3
	1
	

	III.a
	3
	2
	

	 
	
	
	

	II.d
	
	
	

	II.c
	1
	
	

	II.b
	2
	
	

	II.a
	
	
	

	Jumlah
	11
	4
	15









Berdasarkan Tingkat pendidikan formalnya, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Selengkapnya mengenai tingkat pendidikan formal pegawai dapat dilihat pada tabel berikut.
	Status Kepegawaian
	Tingkat Pendidikan Formal

	
	S2
	S1
	D3
	SMA/   Sederajat
	Jumlah

	PNS
	
	12
	1
	2
	15

	PTT
	
	4
	1
	5
	10

	Honor Kantor
	
	
	
	2
	2

	Jumlah
	
	16
	2
	9
	27


Tabel 2. Pegawai Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal per Desember 2016








c).    Aspek Sarana dan Prasarana
Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas juga mempunyai sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, yaitu sebagai berikut:
	NO
	Jenis Sarana /Prasarana Pendukung Kegiatan
	Jumlah
	Satuan
	Ket

	1. 
	Partisi Ruangan 
	1
	Unit
	Baik

	2. 
	Meja Rapat
	1
	Unit
	Baik

	3. 
	Kursi Rapat
	36
	Unit
	Baik

	4. 
	Air Blower
	3
	Unit
	Baik

	5. 
	Peta 
	1
	Unit
	Baik

	6. 
	Local Area Network (LAN)
	1
	Unit 
	Baik

	7. 
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II
	1
	Unit 
	Baik

	8. 
	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-Lain
	3
	Unit
	Baik

	9. 
	Filling Besi Metal 
	9
	Unit
	Baik

	10. 
	Lemari Kaca
	9
	Unit
	Baik

	11. 
	Alat Penghancur Kertas
	1
	Unit
	Baik

	12. 
	White Board
	4
	Unit
	Baik

	13. 
	Alat Pemotong Kertas
	1
	Unit
	Baik

	14. 
	Alat Kantor Lainnya
	1
	Set
	Baik

	15. 
	Kursi Tamu
	9
	Unit
	Baik

	16. 
	Kursi Kerja
	19
	Unit
	Baik

	17. 
	Lemari Es
	2
	Unit
	Baik

	18. 
	AC
	11
	Unit
	Baik

	19. 
	Kipas Angin
	4
	Unit
	Baik

	20. 
	Alat Dapur Lainnya
	1
	Set 
	Baik

	21. 
	Dispenser
	2
	Unit
	Baik

	22. 
	Rak Piring
	1
	Unit
	Baik

	23. 
	Televisi
	2
	Unit
	Baik

	24. 
	Komputer PC
	3
	Unit
	Baik

	25. 
	Note Book
	8
	Unit
	Baik

	26. 
	Printer  
	5
	Unit
	Baik

	27. 
	UPS
	2
	Unit
	Baik

	28. 
	Meja Kerja Pejabat Eselon III
	1
	Unit
	Baik

	29. 
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III
	4
	Unit
	Baik

	30. 
	Meja Kerja
	21
	Unit
	Baik

	31. 
	Kamera (Nikon)
	2
	Unit
	Baik

	32. 
	Kamera (Canon)
	2 
	unit 
	Baik

	33. 
	Proyektor
	2 
	unit 
	Baik

	34. 
	Handy Cam
	1 
	set 
	Baik

	35. 
	Sound System
	1
	Unit
	Baik

	36. 
	Telephone Satelite
	2 
	Unit
	Baik

	37. 
	Gambar Bupati//Wakil Bupati
	2
	Unit
	Baik

	38. 
	Kursi Rapat
	20
	Unit
	Baik

	39. 
	Kendaraan Dinas (Sepeda Motor)
	3
	Unit
	Baik

	40. 
	Lemari Besi
	2
	Unit
	Baik

	41. 
	Lemari Kayu
	1
	unit 
	Baik
























BAB IV
P E N U T U P
Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya maka akuntabilitas kinerja Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut :
1.  Pencapaian sasaran dari misi Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Anambas  yaitu Mewujudkan Kantor Penanaman Modal sebagai fasilitator pelayanan publik yang terpercaya di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Memberikan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menarik investor  dalam pengembangan usaha di Kabupaten Kepulauan Anambas telah dapat tercapai. Hal ini berarti Tugas Pokok dan Fungsi dari Kantor Penanaman Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanaman dapat tercapai.
2.  Dalam analisis keuangan, pada sisi Anggaran Pendapatan di Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2016 penggunaan anggaran dapat efektif dan efisien. Sehingga secara umum dapat dinyatakan bahwa dari anggaran yang telah ditetapkan di APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016, pelaksanaan kinerja Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 secara fungsional di harapkan berdampak positif dalam  memberikan kontribusi terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan.
3. Dalam analisis efisiensi dan efektifitas kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2016 telah efektif dan efisien.
4. Untuk mewujudkan iklim investasi yang sehat dan berdaya saing, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dihadapkan kepada kendala keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana, terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM dalam perencanaan, perizinan, pengendalian serta dalam upaya mendorong kerjasama dan kemitraan investasi.
Di sisi lain, keterbatasan data potensi sumberdaya ekonomi serta keterbatasan kewenangan dan kebijakan pelayanan perizinan penanaman modal (PMDN dan PMA) yang sampai saat ini masih merupakan kewenangan Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi, merupakan kendala lain yang perlu segera dicarikan solusinya. 
5. Diharapkan kedepannya agar dilakukan evaluasi dan monitoring keberhasilan kinerja yang dilakukan secara berkala sehingga menjadi umpan balik untuk keberhasilan tahun berikutnya.
LAKIP Kantor Penanaman modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan  Anambas merupakan salah satu kaidah pemantauan, evaluasi dan peninjauan dari kinerja jajaran SKPD yang merupakan upaya, kerja keras dan kebersamaan secara berkesinambungan selama tahun 2016.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat disusun,  selanjutnya diharapkan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk dijadikan bahan evaluasi. Atas segala bantuan dari berbagai pihak dalam terwujudnya penyusunan laporan ini disampaikan terimakasih.
Tarempa,    Desember 2016
KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
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Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016	
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan  Anggaran (Rp.) 

1 2 3 4 5 6

a. Meningkatnya Kinerja Sistem Administrasi 

Keuangan  Teknis Perkantoran                                                                                                                                        

100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :                               

a.  Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

.    Teknis Perkantoran                                                           

38.040.000

 b. Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung 

Administrasi 

100%

b.  Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung  

Administrasi 

341.460.000

c. Tersedianya Rutinitas Perkantoran   100% c.  Penyediaan Rutinitas Perkantoran 753.340.000

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama 

Investasi  :

a. Tersedianya Bahan Promosi Investasi 100% a. Penyediaan Bahan Promosi Investasi          204.450.000 

b. Meningkatkan Koordinasi dan Fasilitasi 

Kerjasama Investasi

100% b. Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Investasi           129.900.000 

Program Peningkatan Iklim Investasi dan 

Realisasi Investasi :  

a. Tersedianya Sarana dan Prasarana PTSP 100% a. Penyediaan Sarana dan Prasarana PTSP 278.000.000

b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan 

dan Non Perizinan

100%

b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan

170.150.000

J U M L A H   A N G G A R A N    1.915.340.000 

Meningkatnya Nilai Investasi 

berskala Nasional, baik dari PMA 

maupun PMDN

2.

Tarempa,        Januari 2016

Penyederhanaan Mekanisme 

Perizinan Dengan Sistem 

Pelayanan Yang Prima dan 

3.

Tercapainya  Tertib administrasi 

Kelancaran Administrasi 

keuangan dan Perkantoran, serta 

meningkatnya kualitas kerja 

aparatur.

1.
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